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Kajian ini adalah studi kasus dengan 
menggali berbagai sumber informasi dan 
hasil penelitian terkait fenomena politisasi 
fogging, dan dianalisis secara deskriptif.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Pemerintah harus menetapkan kebijakan 
yang kuat dan tegas untuk mengatur dan 
melarang upaya fogging yang menyalahi 
prosedur dan hanya digunakan sebagai alat 
politik (misalnya:  Peraturan Daerah dengan 
sanksi yang jelas dan rasional).
2. Setiap fogging harus dilakukan oleh, dan 
atau sepersetujuan dan pengawasan yang 
ketat dari Dinas Kesehatan.
3. Program perlu melakukan upaya sosialisasi 
secara meluas ke masyarakat dan 
stakeholder mengenai dampak negatif 
fogging, sehingga tidak ada lagi 
pemahaman yang keliru, serta penekanan 
kembali bahwa fogging harus selalu disertai 
dengan PSN yang berkelanjutan.
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LATAR BELAKANG
Pengasapan insektisida (fogging) 
merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh program dalam 
menanggulangi wabah Demam Berdarah 
Dengue di masyarakat, namun hanya 
merupakan penanggulangan sementara 
(1). Fogging saat ini tidak hanya 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun 
juga oleh swasta, masyarakat maupun 
pihak tertentu seperti partai politik(2).
Menjelang momentum politik 
seperti Pilkada maupun Pemilu dan 
bersamaan dengan naiknya angka kasus 
DBD, fogging secara mendadak menjadi 
populer sebagai strategi kampanye dari 
para elit politik maupun partai politik(3)(4).
Tujuan kajian ini untuk mengungkap 
fenomena politisasi fogging dan dampak 
negatifnya, serta memberikan rekomendasi 
kebijakan untuk Dinas Kesehatan sebagai 




1. Fogging digunakan sebagai alat 
kampanye untuk menarik simpati dan 
dukungan masyarakat(5).
2. Memanfaatkan pemahaman masyarakat 
yang keliru yang menganggap fogging 
adalah upaya yang ampuh.
3. Pengawasan yang kurang dari Dinas 
Kesehatan terhadap pihak-pihak lain 
yang menyelenggarakan fogging.
4. Fogging yang dilakukan untuk 
kepentingan politik seringkali tidak 
melalui penyelidikan epidemiologi dan 
prosedur yang seharusnya(6).
Disampaikan dalam  5th UGM Public Health Symposium. Yogyakarta, April 2019 
















1. Diawali Penyelidikan Epidemiologi.
2. Syarat; ditemukan >3 orang penderita, 
minimal 5 rumah terkonfirmasi positif 
jentik, atau terjadi KLB dan kematian.
3. Pelaksanaan fogging harus sesuai 
prosedur dan parameter dalam Buku 
Pedoman Pengendalian DBD Dirjen 
P2PL Kemenkes Tahun 2011 dan harus 
selalu disertai Pemberantasan Sarang 
Nyamuk (PSN) yang berkelanjutan(8).
